







Kesimpulan dari hasil pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikathak tanggungan di PD. BPR 
BKK Kabupaten Pekalongan berdasarkan perjanjian dan Perundang-
Undangan yang berlaku 
Bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak 
Tanggungan  terdapat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Perjanjian 
Kredit, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Bentuk perlindungan 
hukum kreditur yang memegang sertipikat hak tanggungan terhadap debitur 
yang melakukan wanprestasi adalah denganSertipikat Hak Tanggungan yang 
memiliki Title Eksekutorialsebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) 
UUHT, dengan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak 
kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan, sehingga 
kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk 
mendapat pelunasan utang debitur apabila debitur tetap beritikad buruk. Hal 
tersebut merupakan salah satu kekuatan Hak Tanggungan yang bersifat Droit 
De Suite dan pemegangnya memiliki hak preferen, apabila debitur memiliki 





debitur macet maka kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan memiliki 
kedudukan yang diutamakan dari pada kreditur lain sehingga dapat 
melakukan eksekusi jaminan untuk mendapatkan pelunasan utang debitur 
secara utuh. Hal ini merupakan keistimewaan dari Hak Tanggungan yang 
bersifat droit de preference sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang Hak Tanggungan.  
Perlindungan hukum menurut perjanjian dan undang-undang yang 
berlaku, sudah memberikan suatu perlindungan bagi kreditur atau bank PD 
BPR BKK Kabupaten Pekalongan, dengan adanya ketentuan bahwa kreditur 
mempunyai hak penuh atas sertipikat hak tanggungan tersebut yang 
dinyatakan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sertipikat hak 
tanggungan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotek, sepanjang 
mengenai hak-hak atas tanah, perlindungan ini memberikan kepastian kepada 
bank terhadap pelaksanaan proses eksekusi obyek hak tanggungan apabila 
debitur wanprestasi. 
2. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitur Cidera Janji Di PD 
BPR BKK Kabupaten Pekalongan 
PD BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebagai kreditor akan 
menjalankan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan langkah awal 





debitor wanprestasi, dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan 
peneguran secara lisan dan memberikan peringatan kepada debitur, apabila 
teguran telah dilakukan namun tidak mendapatkan hasil maka langkah 
selanjutnya akan dilakukan pendekatan dengan debitur untuk merundingkan 
kembali dengan Penjadwalan kembali (rechedulling) kredit sesuai Surat 
Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Proses 
penyelamatkan kredit telah dilakukan berbagai cara oleh pihak bank namun 
tidak mendapatkan hasil maka upaya selanjutnya adalah dengan 
menggunakan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf 
a UUHT. 
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang 
jenis eksekusi obyek hak tanggungan yaitu: 
1. Parate eksekusi yaitu Eksekusi parat obyek hak tanggungan diatur 
Pasal 20 (1) a UUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT. 
Dengan prosedur apabila debitor wanprestasi, maka kreditor 
pemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHT untuk langsung 
mohon lelang kepada kantor lelang negara (sekarang permohonan 
diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL). 





Eksekusi dengan pertolongan hakim obyek hak tanggungan diatur 
Pasal 20 ayat (1) b UUHT jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. 
Prosedur eksekusi dengan pertolongan hakimyang dimaksud Pasal 
20 ayat (1) b UUHTberupa permohonan eksekusi oleh kreditor 
kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Negeri 
melaksanakan eksekusi sebagaimana melaksanakan eksekusi 
putusan hakim biasa yang sudah mencapai kekuatan hukum pasti 
(in kracht van gewijsde). Eksekusi dilakukan terhadap sertipikat 
hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-
kata: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA. Sertipikat hak tanggungan yang demikian 
mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan 
pengadilan, demikian diatur dalam Pasal 14 UUHT dan 
penjelasannya. 
Pelaksanaan eksesusi di PD BPR BKK Kabupaten Pekalongan 
dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa hal pertimbangan: 
1. Bila obyek hak tanggungan secara fisik dalam keadaan kosong dan 
dikuasai oleh kreditor akan menempuh cara eksekusi berdasarkan 
Pasal 6 jo Pasal 20 UUHT yaitu dengan pelelangan umum yang 





2. Bila obyek hak tanggungan secara fisik dihuni dan dikuasai langsung 
oleh debitor/pemberi hak tanggungan, maka kreditor akan menempuh 
cara eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR jo Pasal 14 ayat (2) UUHT, 
melalui Pengadilan Negeri setempat dan di eksekusi melalui KPKNL. 
B. Saran 
Setelah menelaah dan mengkaji beberapa permasalahan beserta aspek-
aspek hukumnya, ditemukan beberapa kekurangan dan kelemahan yang ada. 
Kekurangan tersebut dapat ditarik dari hasil kesimpulan dan dituangkan 
dalam bentuk saran yang diantaranya sebagai berikut : 
1. Pihak bank terutama pejabat bank bagian kredit dalam 
melaksanakananalisa harus lebih cermat dan teliti dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yaitu dengan 
prinsip 5C (character, capacity,capital, collateral, and condition) 
untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau macet pada masa 
yang akan datang. 
Dalam pengelolaan kredit yang baik pihak bank harus dengan tertib 
melakukan tindakan dengan cara memonitor jalannya perjanjian 
kredit dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan 
dini apabila debitur menunjukkan gejala-gejala mengalami 





tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada 
waktu yang cepat dan tepat. 
2. Bank dalam melakukan eksekusi dengan berlandaskan kepada 
Undang-Undang Hak Tanggungan, perjanjian kredit dan 
berdasarkan kepada akta pemberian hak tanggungan. Berdasarkan 
perjanjian dan undang-undang yang berlaku tersebut dalam 
pelaksanaan eksekusi digunakan untuk membuat pelaksanaan 
eksekusi lebih efektif dan efisien, serta untuk menghindari 
adanyapenundaan dalam mengeksekusi Hak Tanggungan kecuali 
ada alasan hukum yang kuat, agar setiap pemberian utang atau 
pengikatan Kredit yang selalu dijamin dengan pemasangan Grosse 
Akta Pengakuan Utang atau Sertipikat Hak Tanggungan yang 
mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan 
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